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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari uraian dalam analisis Bab II, penulis mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana

perkosaan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah berupa pidana

penjara 4 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu

mengacu pada Pasal 285 KUHP. Serta memerintahkan agar tedakwa tetap berada

dalam tahanan dan membebani terdakwa tersebut untuk membayar ongkos

perkara. Institusi Kepolisian DIY menjatuhkan sanksi kepada anggotanya yang

terbukti melakukan tindak pidana perkosaan didalam wilayah hukum Pengadilan

Negeri Yogyakarta yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian

Negara Republik Indonesia setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi

Kepolisian.

2. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi terhadap

anggota Polri yang melakukan tindak pidana perkosaan memperhatikan

pertimbangan khusus sebagai berikut:

a. Adanya unsur “setiap orang”

b. Adanya unsur “dengan sengaja”
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c. Adanya unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau

membujuk korban”

d. Adanya unsur “melakukan persetubuhan”

e. Adanya unsur “yang merupakan beberapa perbuatan yang satu sama yang lain

saling berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai

suatu perbuatan yang diteruskan”

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Dalam melakukan upaya penyelesaian, pihak Kepolisian harus benar-benar tegas

dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana

perkosaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam PP

Nomor 1 Tahun 2003, PP Nomor 2 Tahun 2003.

2. Sejak awal perekruitan atau penerimaan calon anggota Polri haruslah dipilih

secara selektif serta tes psikologis mengenai kejiwaan dari calon anggota Polri

tersebut benar-benar dilakukan secara efektif, agar pada saat menjadi anggota

Polri tidak terjadi hal-hal yang menyimpang, sehingga harapannya menjadi

anggota Polri yang sehat baik jasmani maupun rohani.

3. Bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusan

memperhatikan pertimbangan khusus demi ditegakkannya keadilan bagi korban

perkosaan, sehingga pelaku menjadi jera dan tidak akan mengulangi
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perbuatannya, serta tindak pidana perkosaan dapat dicegah dan tidak akan

terulang lagi didalam masyarakat.

4. Lembaga yang mengontrol Polisi kiranya berperan aktif, sehingga tidak ada

anggota Polri yang bertindak sewenang-wenang apalagi melakukan tindak pidana.
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( UU No. 8 Tahun 1981)
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan
Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI.
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